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ABSTRAK 
 
MAHARDIKA HASTI YURISTHA, 2008. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN 
HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK 
JATENG CABANG SUKOHARJO. Fakultas Hukum UNS. 
 
 Latar belakang penulisan hukum ini adalah dalam suatu perjanjian kredit, 
pencantuman klausula-klausula yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam 
bentuk perjanjian standart akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang 
jika dibandingkan dengan nasabah debitur, karena pihak bank merupakan pihak yang 
lebih unggul secara ekonomis daripada nasabah yang membutuhkan dana. Oleh 
karena itu diperlukan adanya perlindungan  bagi nasabah terhadap klausula baku 
dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Tujuan dari adanya perlindungan bagi nasabah 
kredit untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara bank dengan nasabahnya 
 Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi 
penelitian deskriptif analisis. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan 
teknik wawancara, observasi dan kuisioner. Kemudian untuk teknik analisi data 
penulis menggunakan kualitatif dengan model analisis interaktif.  Bank Jateng 
Cabang Sukoharjo dipilih sebagai tempat penelitian sedangkan subyek penelitian 
yaitu Pimpinan dan staf bagian kredit Bank Jateng Cabang Sukoharjo serta nasabah 
yang menerima kredit dari Bank Jateng Cabang Sukoharjo. 
 Hubungan hukum yang terjadi antara nasabah dan bank dapat terwujud dari 
suatu perjanjian kredit yang berisi klausula baku  yang disebut standard contract 
yang isi, bentuk serta penutupnya telah distandarisasi/dibakukan secara sepihak oleh 
pelaku usaha, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi 
nasabah bank. Perlindungan hukum yang dilakukan pihak-pihak dalam perjanjian 
kredit Bank Jateng Cabang Sukoharjo yaitu dari sisi bank, bila semakin banyak isi 
perjanjian tersebut mencantumkan klausula yang memberatkan nasabah maka 
kepentingan pihak bank akan semakin terlindungi. Kemudian dari sisi nasabah, Bank 
Jateng berupaya untuk melindungi nasabah dari klausula baku dengan cara 
menjelaskan isi perjanjian kredit, memberi kesempatan untuk membaca dan bertanya, 
memberi kesempatan untuk merubah perjanjian kredit dengan perjanjian tambahan 
(addendum). Dengan demikian Bank Jateng Cabang Sukoharjo berupaya sebaik 
mungkin memberikan perlindungan  kepada nasabah terhadap perjanjian kredit, 
meliputi perlindungan pada saat perumusan dan pembuatan perjanjian kredit, 
perlindungan dari isi perjanjian dan perlindungan terhadap pelaksanaan perjanjian 
yang berdasarkan ketentuan peraturan yang ada. Sehingga dengan adanya 
perlindungan tersebut nasabah dapat memenuhi prestasi suatu perjanjian kredit 
dengan baik dan lancar kepada Bank jateng Cabang Sukoharjo. 
 
Kata kunci :  Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Klausula Baku. 
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MOTTO 
 
Masa depan bukan terletak pada pekerjaan apa pun, 
 tetapi pada orang yang mengerjakannya 
(Goerge Crane) 
 
Manusia harus belajar selama hidupnya. 
Manusia akan senang jika menemukan hal baru. 
Kita belajar bukan untuk menjadi menteri, mendapatkan gelar dan sukses. 
Lalu, kenapa kita belajar ? 
Sebab itulah misi manusia. 
(Master Keaton – Naoki Urusawa dan Hokusei Katsushika) 
 
Apa pun yang bisa kamu lakukan atau kamu bayangkan kamu bisa, lakukanlah. 
Di dalam keberanian terdapat kejeniusan, kekuatan, dan keajaiban. 
(Goethe)  
 
Janganlah takut dengan suatu hal yang belum terjadi. 
Janganlah menangis dengan suatu hal yang telah terjadi. 
(Anonymous) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
  Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna 
mencapai sasaran-sasarannya yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, 
kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran ini terus 
diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya 
memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan 
menjadi sangat penting. 
 Sejak satu dasawarsa belakangan ini, industri perbankan merupakan industri 
yang paling mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi volume 
usaha, mobilisasi dana masyarakat maupun pemberian kredit. Hal ini sebagai 
akibat dari deregulasi dalam dunia perbankan yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam hal ini Bank Indonesia pada tahun 1983 yang sungguh sangat 
mempengaruhi pola dan strategi manajemen bank baik disisi pasiva maupun disisi 
aktiva bank. Situasi ini memaksa industri perbankan harus lebih kreatif dan 
inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana baru.  
 Dengan liberalisasi perbankan tersebut, industri perbankan dapat membuka 
hambatan yang sebelumnya menimbulkan represi sektor keuangan dan sistem 
keuangan negara, sehingga menyebabkan bisnis perbankan berkembang pesat 
dengan persaingan yang semakin ketat dan semarak. Dengan bertambahnya 
jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. 
Semua berlomba untuk menarik dana masyarakat sebanyak-banyaknya dan 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk 
tujuan produktif maupun konsumtif (http:/www.google.com/artikel.html). 
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  Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai 
pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat 
diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor 
perbankan yang sehat dan kuat, penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan 
disektor perbankan. Namun dengan melihat kondisi yang sekarang ini, tujuan 
akhir yang diharapkan dari sektor perbankan belum terlaksana secara optimal 
karena bisa terlihat dari belum stabilnya kondisi perekonomian nasional. Peran 
sektor perbankan perlu mendapat perhatian khusus agar mampu melaksanakan 
fungsi utamanya dalam menyalurkan dana masyarakat ke bidang-bidang produktif 
bagi pencapaian sasaran pembangunan. 
  Dalam hal kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemerintah berusaha 
menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perbankan untuk membantu 
golongan ekonomi lemah dengan persyaratan ringan. Perkreditan ikut berperan 
dalam menentukan keberhasilan garis-garis kebijakan moneter dan perdagangan. 
Sebab pembahasan mengenai kredit berkaitan dengan masalah perbankan. 
Perkembangan perbankan sangat berpengaruh terhadap kebijakan moneter yang 
ada. Sehingga keberhasilan garis kebijakan moneter yang dapat terlihat dari 
pertumbuhan usaha perbankan. 
  Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha 
nasabah penerima kredit. Sehingga dengan adanya tambahan modal usaha yang 
diperoleh dari fasilitas kredit bank dapat membantu meningkatkan usaha 
perdagangan dan perekonomian nasabah bank tersebut. 
  Bank dalam pemberian kredit perlu melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh 
penerima kredit dengan analisis 5C, yaitu :  
1. Character (watak) 
 Watak adalah kepribadian moral dan kejujuran pemohon kredit. 
Apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dari 
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persetujuan kredit yang akan diadakan. Di dalam praktek perbankan 
hal ini menyangkut sampai sejauh mana kebenaran dari keterangan-
keterangan yang diberikan pemohon tentang data-data yang 
dimintakan oleh bank. 
2.  Capacity (kemampuan) 
Kemampuan adalah mengendalikan, memimpin, menguasai bidang 
usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan. Sehingga 
usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung 
3. Capital (modal) 
Pemohon diisyaratkan wajib memiliki modal sendiri. Kredit dari bank 
berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal sendiri dari pemohon 
menunjukan bahwa pemohon adalah pengusaha yang untuk 
memperkembangkan usahanya itu perlu mendapat bantuan dari pihak 
bank. Data-data mengenai modal itu dapat dilihat dari neraca 
pemohon. 
4.  Collateral (jaminan) 
Jaminan disini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan 
guna kepastian pelunasan di belakang hari kalau penerima kredit tidak 
melunasi hutangnya. Jaminan itu dapat juga berupa orang yang 
menyediakan dirinya untuk menjamin pembayaran dari penerimaan 
kredit (bargtocht). 
5. Condition of economy (kondisi ekonomi) 
Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka 
waktu tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada 
pemohon. Apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan pemohon 
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mendapat keuntungan yang diperhitungkan dengan mempergunakan 
kredit tersebut (Kasmir,2002:117-119). 
Dalam lingkungan perbankan biasa terjadi dalam pembuatan perjanjian 
dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak nasabah. Perjanjian itu biasanya 
dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank kemudian diserahkan 
kepada pihak nasabah dengan prinsip take it or leave it contract. Perjanjian 
semacam ini telah lazim digunakan dalam perjanjian baku atau perjanjian standart 
atau disebut juga perjanjian adhesi  (Mariam Darus Badrulzaman,1983:31-32). 
  Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua sama sekali tidak dapat mengajukan 
usul ataupun masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-
klausula yang ada didalamnya. 
  Klausula-klausula yang dapat dikatakan memberatkan nasabah dalam 
perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah antara lain : 
(Sutan Remy Sjahdeni,1997:52) 
1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa 
pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah, secara sepihak menghentikan 
izin tarik atas kredit yang diperjanjikan menurut pertimbangan dari Bank.  
( Pasal 12 Perjanjian Kredit Bank Jateng ). 
2. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual atas barang 
agunan yang dieksekusi karena kredit dari nasabah mengalami masalah.  
( Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kredit Bank Jateng ). 
3. Kewajiban dari nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan 
peraturan bank yang telah ada dan yang baru akan ditetapkan kemudian 
oleh bank. 
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4. Pencantuman klausula eksemsi mengenai pembebasan bank dari tuntutan 
ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita 
olehnya sebagai akibat dari tuntutan yang dilakukan oleh pihak bank. 
5. Pencantuman  klausula eksemsi mengenai tidak adanya hak nasabah 
debitur untuk dapat menyatakan atas pembebanan bank terhadap 
rekeningnya sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul dalam rangka 
pelaksanaan perjanjian kredit. 
 Pencantuman klausula-klausula yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank 
dalam bentuk perjanjian standart akan memberikan bank kewenangan yang tidak 
seimbang jika dibandingan dengan nasabah debitur. Hal ini dapat terjadi karena 
pihak bank merupakan pihak yang lebih unggul secara ekonomis dari pada 
nasabah yang membutuhkan dana, sehingga menimbulkan keadaan ketentuan 
yang diatur oleh bank dalam perjanjian kredit, mau tidak mau harus diterima 
pihak nasabah debitur agar dapat memperoleh kredit dari bank yang 
bersangkutan.  
 Dengan kemajuan teknologi, Bank Indonesia berupaya untuk melindungi 
kepentingan bank dari pengaruh buruk calon nasabah. Untuk itu Bank Indonesia 
sudah membuat sistem on line yang mana semua bank umum dan BPR dapat 
mengakses untuk mengetahui keberadaan barang jaminan calon nasabah itu 
diagunkan di bank mana sebelum penandatanganan perjanjian kredit. Sistem on 
line tersebut dinamakan SIDBI (Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia). 
Sehingga setiap bank tidak bisa dibohongi oleh calon nasabah kredit yang ingin 
mengajukan kredit lebih dari satu bank. 
 Kondisi Perekonomian Indonesia yang kurang menggembirakan akibat dari 
dampak kenaikan BBM dan tingginya nilai inflasi mengakibatkan kecenderungan 
melemahnya konsumsi dan investasi. Hal ini merupakan tantangan bagi 
perbankan di Indonesia untuk berkompetisi dalam menarik dana masyarakat. 
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 Dengan banyaknya persaingan antara lembaga keuangan, Bank Jateng selalu 
mengevaluasi perencanaan strategisnya untuk dapat mengetahui potensi-potensi 
yang ada di masyarakat yang bisa dikembangkan dengan melakukan perencanaan 
yang berdasar pada kondisi yang nyata, maka akan lebih mudah di dalam 
menyesuaikan pada lingkungan yang berubah. Dalam perkembangannya salah 
satu upaya yang dilakukan Bank Jateng adalah dengan membangun citra Bank 
Jateng di mata masyarakat. Persepsi masyarakat  tentang perbankan yang sehat 
dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, adalah persepsi yang 
harus dibentuk baik melalui upaya pemasaran maupun kehumasan. 
 Berdasarkan hasil survey, Bank Jateng memperoleh prestasi baik yang terdiri 
dari : 
1. Bank Jateng berada pada urutan ke-5 dari 82 bank dalam kategori Bank 
Dengan Kegiatan Usaha Terfokus Pada Usaha Tertentu. 
2. Bank Jateng berada pada urutan ke-3 dari 26 bank kategori bank 
Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. 
3. Bank Jateng berada pada urutan ke-2 dari 75 bank dalam kategori Bank 
Devisa di Indonesia. 
 Seiring dengan berkembangnya dunia perbankan khususnya di bidang kredit, 
Bank Jateng Cabang Sukoharjo telah membuktikan eksistensinya guna membantu 
menyalurkan dana masyarakat ke tingkat yang lebih produktif dalam 
pembangunan nasional. Ada banyak jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank 
Jateng Cabang Sukoharjo yaitu antara lain : Personal Loan (PLO); Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR); Kredit Wira Usaha (KWU); Kredit Kendaraan 
Bermotor (KKB); Kredit Usaha Kecil (KUK Berjangka, KUMK SU-005, Jexim 
IV dsb); Kredit Usaha Menengah (KUM); Kredit Pengusaha Kecil dan Menengah 
(KPKM); Kredit Ketahanan Pangan (KKP); Kreditanstalt for Wiediraufbau 
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(KfW); Pusaka Mandiri, Karya Sejahtera Mandiri (PUNDI, KARSA); Bank 
Garansi (BG).  
 Untuk jenis kredit Personal Loan (PLO), perjanjian kreditnya menggunakan 
bentuk perjanjian kredit yang dibawah tangan. Sedangkan untuk jenis kredit yang 
lainya menggunakan bentuk perjanjian kredit notariil. Dalam skripsi ini nantinya 
yang akan dibahas yaitu jenis kredit yang menggunakan bentuk perjanjian kredit 
di bawah tangan karena bentuk perjanjian ini dibuat secara sepihak oleh bank, 
sedangkan jenis kredit yang lain menggunakan bentuk kredit dimana 
pembuatannya dihadapan notaris. Jenis kredit PLO ini dikhususkan bagi para 
pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Swasta. Untuk PNS 
kemungkinan terjadi wanprestasi sangatlah jarang atau bahkan hampir tidak 
terjadi wanprestasi, karena gaji PNS jelas, rutin dan langsung dipotong gaji tiap 
bulannya. Sedangkan untuk pegawai swasta kemungkinan terjadi wanprestasi 
sangat ada, sebab banyak faktor-faktor atau kendala dalam pembayaran tiap 
bulannya. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai 
perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit 
yang dibawah tangan khusus bagi para pegawai swasta, maka penulis mengambil 
judul skripsi : 
“ PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM 
PERJANJIAN KREDIT PADA BANK JATENG  
CABANG SUKOHARJO” 
B. Perumusan Masalah 
 Agar pembahasan lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang 
ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan terhadap pihak-pihak dalam 
perjanjian kredit yang menggunakan klausula baku pada Bank Jateng Cabang 
Sukoharjo? 
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2. Bagaimana penyelesaiannya apabila nasabah debitur wanprestasi? 
C. Tujuan Penelitian 
 Setiap penelitian pada umumnya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, 
yang dapat memperoleh hasil dari pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan 
penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan terhadap pihak-pihak 
dalam perjanjian kredit yang menggunakan klausula baku oleh Bank Jateng 
Cabang Sukoharjo. 
2. Untuk mengetahui penyelesaiannya apabila nasabah debitur wanprestasi. 
D. Manfaat Penelitian 
  Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
Memberikan informasi dan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 
pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai perjanjian 
kredit. 
2. Manfaat praktis 
Memberikan sumbangan pemikiran bagi Bank Jateng khususnya cabang 
Sukoharjo dalam mengambil keputusan guna meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian 
bertujuan untuk mengungkapkan kebenarkan secara sistematis diadakan 
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analisis dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah (Soerjono 
Soekanto,1985:1). 
  Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan 
yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yuridis dalam penelitian ini 
ditinjau dari sudut hukum perjanjian yang tertulis sebagai data-data sekunder, 
sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan 
pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau 
terjun langsung ke lapangan ke dalam masyarakat atau lapangan untuk 
mengumpulkan data yang obyektif data ini merupakan data primer (P. Joko 
Subagyo,1991:91). 
2. Sifat Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang sifatnya 
deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif analisis yaitu 
penelitian bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang di daerah 
tertentu dan pada saat tertentu dan menganalisisnya (Bambang 
Waluyo,1991:8). 
  Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan 
gambaran mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelaksanaan 
perjanjian kredit pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo, serta permasalahnya 
dan menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat 
umum. 
3. Jenis Data 
Jenis data dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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a). Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama 
atau para pihak yang langsung menjadi obyek dari penelitian. 
b). Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang terlebih 
dahulu dibuat seseorang dalam suati kumpulan data, seperti dokomen, 
buku atau hasil penelitian terlebih dahulu dan sebagainya. 
4. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut : 
a). Sumber data Primer 
 Yaitu data yang diperoleh dari orang (responden/informan) atau suatu 
peristiwa, dengan melakukan wawancara kepada :  
(1) pimpinan Bank Jateng Cabang Sukoharjo,  
(2) staf bagian administrasi kredit Bank Jateng Cabang Sukoharjo, 
(3) staf bagian kredit Bank Jateng Cabang Sukoharjo, 
(4) beberapa nasabah Bank Jateng Cabang Sukoharjo. 
b). Sumber data Sekunder 
(1)  Bahan hukum primer 
Yaitu sumber bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan 
mengikat secara yuridis yaitu bisa berupa norma/kaedah dasar atau 
peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Dalam hal ini yang 
menjadi bahan primer antara lain : 
(a) PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah 
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(b) PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk 
Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah 
(c) UU No.10 tahun1998 atas perubahan UU No. 7 tahun 1992 
tentang Perbankan 
(d) Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UUPB Tanggal 13 Maret 
1995 tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan 
Perkreditan Bank 
(e) Kitab Undang Undang Hukum Perdata 
(2) Bahan hukum sekunder 
Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel 
koran serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a). Wawancara / Interview 
 Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab dengan 
pihak yang berkepentingan dengan cara bertanya langsung kepada 8 orang 
nasabah dari Bank Jateng Cabang Sukoharjo dan pihak pimpinan dari 
Bank Jateng Cabang Sukoharjo. Dasar memilih 8 orang nasabah adalah 
diharapkan dengan bertanya langsung dengan 8 orang nasabah dapat 
mewakili beberapa pendapat dari sekian banyak nasabah Bank Jateng 
Cabang Sukoharjo. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara 
langsung bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara 
langsung, dimana peneliti menyodorkan beberapa pertanyaan secara 
tertulis yang jawaban dari responden ditulis oleh peneliti. 
b). Observasi 
 Yaitu dilakukan dengan cara mengadakan secara langsung dan sistematis 
pada instansi yang dijadikan sumber data, yaitu Bank Jateng Cabang 
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Sukoharjo. Observasi ini lebih ditekankan untuk meneliti bagaimana 
praktek pelaksanaan perjanjian kredit di bank, apa yang digunakan sebagai 
landasan hukum, bagaimana hak dan kewajiban pihak-pihak yang 
melaksanakan perjanjian kredit, terutama nasabah serta memadukan data-
data dan informasi yang diperoleh dari Bank Jateng Cabang Sukoharjo. 
c). Kuisioner 
  Kuisioner merupakan suatu bentuk instrument pengumpulan data yang 
sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan. Data yang diperoleh lewat 
penggunaan kuisioner adalah data faktual dan keakuratan hasilnya 
tergantung pada subyek penelitian sebagai responden dan juga pencari 
data yang bersangkutan. 
 
6. Sampling 
 Metode sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling yaitu memilih sebagian subyek secara sengaja dalam 
perjanjian kredit antara Bank Jateng Cabang Sukoharjo dan nasabahnya 
dengan alasan-alasan tertentu, antara lain : 
a). Pimpinan dan staf bagian kredit Bank Jateng Cabang Sukoharjo 
Alasan diambilnya pimpinan sebagai subyek penelitian, sebab mengingat 
bahwa pimpinan adalah orang yang memimpin perusahaan tersebut 
sehingga mengetahui bagaimana menjalankan perusahaan usahanya, dan 
staf bagian kedit juga dijadikan subyek penelitian, sebab staf bagian kredit 
adalah yang paling mengetahui dan menguasai prosedur serta pelaksanaan 
pemberian kredit. 
b). 8 orang nasabah 
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Alasan peneliti mengambil 8 orang nasabah sebagai sampel, sebab 8 orang 
nasabah yang dijadikan responden merupakan nasabah yang telah 
menerima kredit dari Bank Jateng dan yang melakukan wanprestasi ada 2 
orang dalam pelaksanaan perjanjian kredit.  
7. Teknik Analisis Data 
 Analisis data merupakan tahap selanjutnya untuk mengolah hasil 
penelitian menjadi suatu laporan Teknik analisis data yang digunakan adalah 
kualitatif interaktif mengalir yaitu data yang telah terkumpul harus dipisah-
pisahkan atau dipilih menurut kategori masing-masing dan kemudian 
ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian. 
 Dalam proses ini akan diadakan editing, yaitu kegiatan memeriksa 
atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing 
dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang 
melengkapi data yang belum lengkap. 
 Untuk mengetahui keabsaan data yang penulis dapat yaitu hasil 
wawancara dengan pimpinan Bank Jateng Cabang Sukoharjo, staf bagian 
kredit Bank Jateng Cabang Sukoharjo, staf bagian administrasi kredit Bank 
Jateng Cabang Sukoharjo, nasabah kredit Bank Jateng Cabang Sukoharjo, 
maka penulis menggunakan validitas data. Jenis validitas data yang penulis 
gunakan adalah jenis trianggulasi data yaitu proses mencocokan hasil 
wawancara dengan buku yang penulis gunakan dalam studi dokumen. 
 Proses analisis data ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari 
reduksi data, sajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan yang 
aktifitasnya berbentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai 
proses siklus antara tahap-tahap tersebut (HB.Sutopo,2002:96). Untuk lebih 
jelasnya dapat diperhatikan skema analisis interaktif sebagai berikut : 
 xxv
 
 
 
 
 
 
                                            
Bagan 1 : Skema Model Analisis Interaktif 
Keterangan sebagai berikut : 
a) Reduksi Data 
Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang 
bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 
membuang hal-hal yang tidak penting  yang muncul dari catatan dan 
pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai 
laporan akhir penelitian selesai. 
b) Penyajian Data 
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang 
dilaksanakan. 
c) Menarik Kesimpulan  
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal 
yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, 
pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur 
sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan  (HB. Sutopo, 
2002:37). 
Pengumpulan 
data 
Reduksi data Penyajian data 
Penarikan 
kesimpulan/ 
Verifikasi 
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 Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak 
diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, 
selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan 
penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang 
dilakukan dengan  proses itu komponen-komponen tersebut akan 
didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan 
yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan jalan  apa adanya sesuai dengan  masalah 
yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, 
kemudian penulis ambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus 
urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus 
(HB.Sutopo, 2002:13). 
Dilakukan proses verifikasi, jika dalam penarikan kesimpulan terdapat 
data-data belum lengkap, maka penulis akan kembali ke pengumpulan data 
guna mencari kembali data-data yang diperlukan atau data-data yang kurang 
dalam penarikan kesimpulan. 
F. Sistematika Penelitian 
BAB I : PENDAHULUAN 
 Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul tentang perjanjian 
kredit antara nasabah dengan Bank Jateng, dalam rangka 
meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga penulis merasa 
tertarik mengambil judul ” PELAKSANAAN PERLINDUNGAN 
HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT 
PADA BANK JATENG CABANG SUKOHARJO”. Kemudian ada 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian, sistematika skripsi. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 Tinjauan Pustaka menguraikan tentang pengertian perjanjian secara 
umum, meliputi : pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, 
syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, akibat perjanjian, 
penafsiran perjanjian; perjanjian baku, meliputi : pengertian perjanjian 
baku, ciri-ciri perjanjian baku; perjanjian kredit, meliputi : pengertian 
kredit, pengertian perjanjian kredit, unsur-unsur kredit, hak dan 
kewajiban kreditur-debitur, bentuk perjanjian kredit di bank; dan 
perlindungan hukum nasabah bank. 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini menguraikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan terhadap 
praktek  perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank Jateng cabang 
Sukoharjo, meliputi gambaran umum Bank Jateng cabang Sukohajo, 
karakteristik sosial ekonomi responden nasabah Bank Jateng cabang 
Sukoharjo, perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank Jateng 
cabang Sukoharjo, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk 
melindungi kepentingan nasabah debitur dalam perjanjian kredit 
perbankan, tanggung jawab nasabah (debitur) dengan Bank Jateng 
cabang Sukoharjo. Dari hasil penelitian tersebut, selanjutnya penulis 
melakukan pembahasan dengan memadukan antara teori dan praktek 
yang ada serta menganalisis data tersebut. 
BAB IV  : PENUTUP 
 Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan 
yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi 
tentang saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak Bank 
Jateng khususnya Bank Jateng cabang Sukoharjo dalam menjalankan 
usahanya. Bagian paling akhir dari skripsi ini akan dilengkapi dengan 
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ringkasan skripsi. Ringkasan adalah intisari dari keseluruhan isi 
skripsi. Dalam skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan 
lampiran-lampiran yang ada. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
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A. Kerangka Teori 
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya 
a). Pengertian Perjanjian 
  Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian 
adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih. Pengertian tersebut menurut para sarjana 
kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan 
terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat 
mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, 
padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum (R. 
Setiawan,1979:49). 
 Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut. 
(1) Hanya menyangkut sepihak saja 
Hal ini diketahui dari perumusan “ satu orang atau mengikatkan 
dirinya terhadap satu atau lebih lainnya “. Kata kerja “ mengikatkan 
“ sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah 
pihak. Seharusnya perumusan itu “ saling mengikatkan diri “ jadi 
ada konsensus antara pihak-pihak. 
(2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus 
Dalam pengertian ” perbuatan ” termasuk juga tindakan 
melaksanakan tugas tanpa kuasa ( zaakwaarneming ), tindakan 
melawan hukum ( onrechtmatige daad ) yang tidak mengandung 
suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata ” persetujuan ”. 
 
(3) Pengertian perjanjian terlalu luas  
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Perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga 
perjanjian kawin yang diatur dalam hukum keluarga 
(4) Tanpa menyebutkan tujuan  
Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan 
perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas 
untuk apa ( Abdulkadir Muhammad,2000:224 ). 
  Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka perlu 
diadakan perbaikan mengenai perjanjian tersebut. Untuk dapat 
mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu maka rumusannya adalah 
sebagai berikut : 
” Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan 
formalitas-formalitas dari  peraturan hukum yang ada, tergantung dari 
persetujuan pernyataan kehendak dua orang atau lebih orang-orang 
yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah 
satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan da atas beban 
masing-masing pihak secara timbal balik ” ( Purwahid Patrik,1988:1-
3) 
  Selain dari itu ada pula sarjana yang memberikan pengertian perjanjian 
sebagai berikut : 
(1) R. Subekti 
Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji umtuk 
melaksanakan sesuatu hal. 
 Adapun unsur-unsur sebagai berikut : 
(a) Ada pihak-pihak 
(b) Ada suatu kesepakatan 
(c) Ada prestasi yang dilaksanakan (R.Subekti,2002:1). 
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(2) Wiryono Prodjodikoro 
Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda 
antar dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan 
suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu, sedang pihak lain 
berhak menuntut pelaksanaan dari janji itu (Wiryono 
Prodjodikoro,1976:62). 
(3) Abdulkadir Muhammad 
Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 
lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal 
dalam lapangan harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad,1992:79)
  
  Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa di 
dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu :  
(1) Ada pihak-pihak. 
Pihak disini adalah subyek perjanjian dimana sedikitnya dua orang 
atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan 
perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang. 
(2) Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan 
suatu perundingan. 
(3) Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa 
prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak 
sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. 
(4) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. 
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Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau 
tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan 
bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai 
kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.  
  Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, 
dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis, maka 
perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan, 
namun dalam hal ini menurut Mariam Darus Badrulzaman untuk beberapa 
perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk 
tersebut tidak dipenuhi perjanjian tersebut tidak sah. Dengan demikian 
bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat 
pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian (Mariam 
Darus Badrulzaman,1980:137). 
b). Asas-asas Perjanjian 
Dalam hukum perjanjian (menurut KUHPerdata) terdapat beberapa asas :  
(1) Asas kekuatan mengikat 
Pengertian asas ini terlihat Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang 
berbunyi : 
” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya ” 
Dari pengertian pasal ini menunjukan bahwa perjanjian yang 
disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak yang bersangkutan 
mengikat bagi kedua belah pihak tahu pihak-pihak yang 
bersangkutan (Marhainis Abdul Hai,1983:33). 
Jadi para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan 
sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata. 
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(2) Asas kebebasan berkontrak 
Maksud asas ini adalah orang bebas membuat atau tidak membuat 
perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat 
perjanjian, dengan untuk tertentu atau tidak dan bebas memilih 
undang-undang yang akan dipakainya untuk perjanjian itu (Purwahid 
Patrik.1986:24). 
(3) Asas konsesualisme 
Asas konsensual maksudnya bahwa dalam perjanjian yang dibuat itu 
pada umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya 
perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus 
semata (Purwahid Patrik,1986:3). 
Kalau para pihak saling mempercayai, maka konsensus itu cukup 
dengan lisan, tetapi untuk lebih memperkuat konsensus 
(kesepakatan) itu dapat dibuat secara tertulis ataupun suatu akte.  
(4) Asas kepribadian. 
Maksud asas ini adalah  suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang 
mengadakan perjanjian itu sendiri. Pasal 1315 KUHPerdata :  
”Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama 
sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain daripada untuk 
dirinya sendiri” (Mariam Darus Badrulzaman,1995:94). 
Dari rumusan pasal 1315 KUHPerdata : 
(a) Bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh 
seseorang dalam kepastiannya sebagai individu, subyek hukum 
pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya 
sendiri. 
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(b) Bahwa kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat 
atau mengadakan perjanjian (Kartini Muljadi dan Gunawan 
Widjaja,2002:15). 
c). Syarat Sahnya Perjanjian 
Adapun untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, 
yaitu : 
(1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 
(2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 
(3) Suatu hal tertentu; 
(4) Suatu sebab yang halal. 
Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatas dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang 
esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas 
Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata 
mengandung arti  ”kemauan” para pihak  untuk saling berprestasi, 
ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini 
membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. 
Kesepakatan tidak ada artinya apabila perjanjian dibuat atas dasar 
paksaan, penipuan atau kekhilafan. 
(2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 
Mengenai kecakapan, terdapat dalam pasal 1329 yang mengandung 
arti ”setiap orang dianggap cakap melakukan perjanjian, jika 
menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Sesuai dengan 
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pasal 1330 yang mengandung arti yang tidak cakap membuat 
perjanjian yaitu : orang-orang yang belum dewasa, mereka yang 
ditaruh dibawah pengampunan, orang-orang perempuan, dalam hal-
hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua 
orang kepada siapa undang-undang telah melarang  membuat 
perjanjian-perjanjian tertentu. 
(3) Suatu hal tertentu 
Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah obyek yang diatur dalam 
perjanjian bisnis tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat 
ditentukan, jadi tidak boleh samar. Hal ini penting untuk 
memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan 
mencegah timbulnya perjanjian bisnis yang fiktif. 
(4) Suatu sebab yang halal. 
Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian bisnis tidak boleh 
bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan 
atau kesusilaan. 
 Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena 
kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang 
mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat 
obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian itu sendiri atau obyek 
dari perbuatan hukum yang dilakukan itu (R.Subekti,2002:16). 
d). Unsur-unsur Perjanjian 
 Unsur –unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut. 
(1) Essentalia yaitu  unsur daripada persetujuan yang tanpa itu persetujuan 
tidak mungkin ada. 
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(2) Naturalia, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
peraturan yang bersifat mengatur. 
(3) Accidentalia, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam 
persetujuan dimana undang-undang tidak mengaturnya 
(R.Setiawan,1979:50). 
e). Akibat Perjanjian 
  Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa persetujuan yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak  Sedang 
Pasal 1339 KUHPerdata menunjuk terikatnya persetujuan kepada sifat, 
diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan dan Undang-Undang. 
  Persetujuan apa yang telah diperjanjikan para pihak merupakan 
ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur, kebiasaan dan kepatuhan 
(R.Setiawan,1979:65). 
f). Penafsiran  Perjanjian 
 Undang-undang memberikan beberapa pedoman untuk menafsirkan 
perjanjian, adalah sebagai berikut. 
(1) Jika kata-kata perjanjian jelas dan tidak diperkenankan   menyimpang, 
(2) Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan, dianggap 
dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas 
dinyatakan; 
(3) Semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan hubungan 
satu sama lain; 
(4) Setiap janji harus dalam perjanjian seluruhnya; 
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(5) Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian 
orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk 
keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu; 
(6) Meskipun luasnya arti kata-kata dalam suatu  perjanjian yang disusun, 
perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan 
oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian (Mariam Darus 
Badrulzaman,1980:29). 
g). Wanprestasi 
Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak 
melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi 
obyek perikatan antara mereka dalam perjanjian. Lebih spesifik R.Subekti 
menjelaskan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat didasarkan empat 
alasan, yaitu : 
a). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya; 
b). Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang 
dijanjikannya; 
c). Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 
d). Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya 
(Ricardo Simanjuntak,2006:183). 
Oleh karena tindakan wanprestasi tersebut berpotensi menimbulkan 
kerugian bagi mitra berkontraknya, maka mitra berkontrak yang dirugikan 
berhak meminta perlindungan pengadilan untuk memaksa orang yang 
wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak 
yang telah disepakati (Ricardo Simanjuntak,2006:184). 
h). Ganti Kerugian 
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Orang yang wanprestasi juga dapat dihukum untuk mengganti 
kerugian dalam bentuk yang dimungkinkan oleh undang-undang (Pasal 
1236, 1239 dan 1234 KUH Perdata). Bentuknya berupa pengembalian 
biaya yang telah dibayarkan sehubungan dengan aktivitas berkontrak, 
ganti kerugian yang dialami mitra berkontrak akibat wanprestasi termasuk 
juga bunga yang akan dikenakan terhadap jumlah ganti kerugian yang 
dituntut baik atas dasar bunga yang diperjanjikan ataupun bunga yang 
terjadi demi hukum akaibat kelalaian tersebut (Ricardo 
Simanjuntak,2006:184). 
Ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu : 
a). Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan; 
b). Kerugian sesungguhnya karena kerusakan; 
c). Bunga atau keuntungan yang diharapkan  
(Abdulkadir Muhammad,2000:207-208). 
 
i). Berakhirnya Perjanjian 
Suatu perjanjian akan hapus setelah perjanjian tersebut berakhir. 
Ketika seluruh perjanjian yang telah disepakati telah dilaksanakan, maka 
perjanjian tersebut akan berakhir dan hapus dengan sendirinya. Akan 
tetapi, selain dari ketentuan pengakhiran perjanjian akibat telah 
terpenuhinya sekuruh kesepakatan yang disepakati dalam perjanjian 
tersebut, KUH Perdata juga mengenal bentuk pengakhiran perjanjian 
lainnya. Pasal 1381 KUH Perdata mengatur tentang tata cara dan dasar 
hukum dari hapusnya suatu perikatan, sebagai berikut : 
a). Karena pembayaran; 
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b). Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan 
atau penitipan; 
c). Karena pembaharuan utang (novasi); 
d). Karena perjumpaan utang atau kompensasi; 
e). Karena pencampuran utang; 
f). Karena pembebasan utangnya; 
g). Karena musnahnya barang yang terutang; 
h). Kebatalan atau pembatalan. 
2. Perjanjian Baku 
a). Pengertian Perjanjian Baku 
  Perjanjian Baku adalah ” Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat 
secara baku (standart form), atau dicetak dalam jumlah yang banyak 
dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, 
seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang 
mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk 
melakukan negosiasi mengenai apa yang telah disepakati untuk 
dituangkan dalam perjanjian itu” (Hasannudin Rahman,2003:195). 
b).  Ciri-ciri Perjanjian Baku 
  Perjanjian baku mempunyai ciri yang khas dibandingan dengan 
perjanjian lainnya. Ciri-ciri tersebut antara lain : 
(1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat.  
Pada perjanjian baku, kedudukan para pihak pembuat perjanjian 
tidak seimbang. Pihak pembuat perjanjian biasanya mempunyai 
kedudukan yang lebih kuat dalam hal ekonomi atau politik. 
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(2) Adanya klausula atau syarat-syarat eksonerasi. 
Syarat eksonerasi adalah syarat yang membatasi atau 
membebaskan tanggung jawab salah satu pihak atau perseorangan 
dalam melaksanakan perjanjian. 
(3) Perjanjian baku kebanyakan adalah perjanjian adhesi 
Perjanjian adhesi adalah perjanjian dimana salah satu pihak 
pembuat perjanjian berada dalam keadaan terjepit atau terdesak, 
dan keadaan itu dimanfaatkan oleh pihak lain yang mempunyai 
kedudukan lebih kuat. 
(4) Perjanjian baku memuat default clauses 
Default clauses adalah klausula yang memberikan hak salah satu 
pihak yang lebih kuat kedudukannya dan memutuskan sebelum 
waktunya dalam hal-hal tertentu tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu. 
(5) Terdapat klausula-klausula yang tidak wajar. 
Klausula yang tidak wajar akan timbul apabila dalam suatu 
perjanjian terdapat lebih banyak hak-hak salah satu pihak dan 
kewajiban pada pihak lain (Mariam Darus Badrulzaman,1980:50). 
3. Perjanjian Kredit 
a). Pengertian Kredit 
 Dalam beberapa literatur terdapat pengertian tentang kredit, yaitu:  
(1) H.M.A. Savelberg mengatakan bahwa kredit mempunyai arti antara 
lain : 
(a) Sebagai dasar dari setiap perikatan dan seorang berhak 
menuntut sesuatu dari orang lain. 
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(b) Sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada 
orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang 
diserahkannya. 
(2) Mr. J. A. Levy merumuskan arti hukum dari kredit adalah 
menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan 
secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak 
menggunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban 
mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari. 
(3) M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran 
kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai 
ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali 
hutangnya pada tanggal tertentu (Mariam Darus 
Badrulzaman,1983:39). 
Pasal 1, angka 11, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, mendefinisikan 
kredit sebagai berikut : 
”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lainyang  mewajibkan pihak 
yang meminjam untuk  melunasi utangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bunga”. 
b). Pengertian Perjanjian Kredit 
 Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian adalah suatu 
persetujuan, yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Demikian pula 
pengertian perjanjian kredit dirumuskan sebagai suatu persetujuan antara 
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dua pihak, yaitu pihak pertama dan bank atau Kreditur untuk menyerahkan 
sejumlah uang kepada pihak kedua atau Debitur. 
  Dan Debitur diwajibkan untuk mengganti atau membayar kembali 
sejumlah uang yang telah diterimanya. Setelah jangka waktu tertentu 
dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan. Perjanjian 
tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi itu, maka untuk 
pemenuhan prestasi debitur harus tertulis dengan tegas di dalam perjanjian 
tersebut agar ia memenuhi kewajibannya. 
 Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan 
adanya perjanjian kredit adalah bunyi Pasal 1, butir 11, Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit 
diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dengan pihak lain (Hasanuddin Rahman,1998:138). 
c). Unsur-unsur Kredit 
  Di dalam pemberian kredit oleh bank terdapat unsur kredit yang 
tercamtum dalam perjanjian kredit tersebut, yaitu : 
(1) Adanya para pihak, yaitu Kreditur dan Debitur. 
(2) Adanya kepercayaan Kreditur kepada Debitur 
(3) Adanya janji atau kesanggupan membayar (mengganti) dari Debitur 
kepada Kreditur. 
(4) Adanya tenggang waktu, pada saat penyerahan yang oleh kreditur 
pada saat pembayaran kembali oleh Debitur. 
(5) Adanya resiko sebagai adanya tenggang waktu, karena terbayang 
adanya ketidakpastian untuk masa yang akan datang. (Hasanuddin 
Rahman,1998:140). 
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d). Hak dan Kewajiban Kreditur-Debitur 
  Dalam Pasal 1759 KUH Perdata dinyatakan bahwa orang yang 
meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah 
dipinjamkannya, sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam 
persetujuan. Pasal 1760 KUH Perdata dinyatakan bahwa jika tidak telah 
ditetapkan sesuatu waktu, Hakim berkuasa, apabila orang yang 
meminjamkan menuntut pengembalian pinjaman, menuntut keadaan, 
memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam. 
  Menurut Asser bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebenarnya 
hanya mengatur kewajiban pemberi pinjaman. Hak dan kewajiban yang 
timbul dari suatu perjanjian pinjam-meminjam uang (kredit), tidak harus 
dalam ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata sampai Pasal 1769 KUH 
Perdata saja, melainkan menyangkut pula ketentuan hukum lainnya, 
seperti kebiasaan dan kepatuhan, karena salah satu asas perjanjian adalah 
asas kebebasan berkontrak (Mariam Darus Badrulzaman,1983:72). 
  Menurut Pasal 1763 KUH Perdata, kewajiban peminjam (debitur) 
adalah mengembalikan pinjaman (uang) kepada kreditur tepat pada waktu 
yang telah ditentukan. 
  Hak dari kreditur adalah menerima pembayaran dari pihak Debitur, 
baik berupa pinjaman pokok maupun bungannya dari pinjaman yang telah 
diberikan kepada Debitur antara lain adalah menerima sejumlah uang dari 
Kreditur sebagai pinjaman (kredit) dan berhak menggunakan uang 
tersebut untuk mendapatkan keuntungan (Mariam Darus 
Badrulzaman,1983:75). 
e). Bentuk Perjanjian Kredit di Bank 
  Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian kredit atau 
pengikatan kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya, yaitu: 
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(1) Akta / Perjanjian Kredit di Bawah Tangan (diatur dalam Pasal 
1874 KUHPerdata) 
Yang dimaksud akta perjanjian kredit di bawah tangan adalah 
perjanjian pemberi kredit oleh bank kepada nasabahnya yang 
hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris 
(2) Akta / Perjanjian Kredit Notariil (diatur dalam Pasal 1868 
KUHPerdata) 
Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notariil (otentik) 
adalah perjanjian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya 
dibuat oleh atau dihadapan notaris (Hasanuddin Rahman,1998:75). 
  Pada saat ini perjanjian di dalam perbankan cenderung terjadi bukan 
karena melalui proses perundingan yang seimbang diantara para pihak. 
Perjanjian ini dibuat dengan cara menyiapkan syarat-syarat baku dalam 
atau pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak, kemudian 
disodorkan kepada pihak lainnya untuk melakukan perundingan atas 
syarat-syarat yang disodorkan itu. Perjanjian yang demikian perjanjian 
baku atau perjanjian standart (Hasanuddin Rahman,1998:31). 
  Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruhnya klausula-
klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi 
perbankan adalah yang bersangkutan) dan pihak lain (dalam hal transaksi 
perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak 
mempunyai peluang untuk merundingan atau meminta perubahan. Dengan 
kata lain, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, tetapi 
klausula-klausulanya. 
4. Perlindungan Hukum Nasabah Bank 
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Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah dibiarkan 
sendiri tanpa suatu perlindungan hukum yang pasti (predictable) dan pantas 
(reasonable). Karena itu salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus-
menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan hukum tehadap 
nasabah jika berhubungan dengan bank. 
Upaya menciptakan keseimbangan hak antara masing-masing pihak, 
khususnya dalam perancangan kontrak yang akan digunakan secara seragam 
untuk kepentingan para nasabahnya harus ada sikap keterbukaan dan 
keinginan baik (good faith) dari bank untuk menghasilkan rancangan kontrak 
yang dirancang dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, ditulis dengan 
huruf-huruf yang mudah pula dibaca dengan kualitas kertas dan cetakan yang 
baik. Ini disertai sikap keterbukaan untuk menjelaskan maksud-maksud dari 
poin kontrak kepada masing-masing nasabah untuk membaca dan memahami 
atau bahkan menegosiasikan keinginan mereka (Ricardo 
Simanjuntak,2006:152). 
Pada dasarnya walaupun sebagai pihak yang prinsipnya harus dilindungi, 
nasabah sebagai calon mitra berkontrak juga mempunyai kewajiban untuk 
melakukan tindakan kehati-hatian (duty to care) dan kewajiban untuk 
membaca setiap proposal kontrak sebelum menyetujuinya (duty to read) 
(Ricardo Simanjuntak,2006:153). 
Hal-hal yang berkenaan dengan perlidungan nasabah bank, diluar 
ketentuan tentang klausula baku, pengaturan lebih jelas terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini berhubungan 
dengan tanggung jawab bank terhadap nasabah. Dimana diatur dalam Pasal 8, 
Pasal 11, Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 37 B, dan Pasal 40, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 hal ini diterangkan lebih lanjut dalam 
pembahasan mengenai tugas dan tanggung jawab bank. 
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Dimana Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 berbunyi sebagai berikut : 
(3)   Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib 
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan 
nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank. 
(4)   Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi 
mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan 
dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. 
Selanjutnya Pasal 37 B, Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 berisi 
tentang : 
(1)    Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada 
bank yang bersangkutan. 
(2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. 
(3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
berbentuk Badan Hukum Indonesia. 
(4) Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga 
Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Sedangkan Pasal 40 Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 berisi tentang : 
(1)    Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan 
dan simpanannya, kecuali dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, 
Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 
pihak terafiliasi. 
Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 berisi tentang: 
(1)    Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 
analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau 
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 
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(2)    Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan 
dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Pasal 11 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang  Nomor 
10 Tahun 1998 berisi tentang : 
(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 
pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain 
yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau 
sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-
perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang 
bersangkutan. 
(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh 
melebihi 30 % (tiga puluh prosen) dari modal bank yang sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 
pemberikan kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 
pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain 
yang serupa yang dapat dilakukan oleh  bank kepada : 
a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh     prosen) atau 
lebih dari modal disetor bank ; 
b. anggota Dewan Komisaris ; 
c. anggota Direksi ; 
d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 
dan huruf c pejabat bank lainnya ; dan  
e. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan 
dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d, dan huruf e. 
(4)   Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh 
melebihi 10% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
(4.a) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit 
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur 
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). 
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(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 
(3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia.  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 yang mengatur tentang 
Penyesaian Pengaduan Nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan 
perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam 
berhubungan dengan bank. Bahwa pengaduan nasabah yang tidak segera 
ditindaklanjuti berpotensi meningkatan risiko reputasi bagi bank dan dalam 
jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
perbankan. 
Pasal 2 PBI Nomor 7/7/PBI/2005 berisi tentang : 
(1) Bank wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang diajukan 
Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah. 
(2) Untuk menyesaikan Pengaduan, Bank wajib menetapkan kebijakan 
dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi : 
a. penerimaan Pengaduan; 
b. penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan  
c. pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan. 
Pasal 4 PBI Nomor 7/7/PBI/2005 berisi tentang : 
(1)  Bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara 
khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyesaikan 
pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan 
nasabah 
(2) Kewenangan unit dan atau fungsi khusus sebagaimana 
dimaksudkan pada ayat (2) wajib diatur dalam kebijakan dan 
prosedur penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2. 
Pasal 6 PBI Nomor 7/7/PBI/2005 berisi tentang : 
(1) Bank wajib menerima setiap Pengaduan yang diajukan oleh 
Nasabah dan atau Perwajiban Nasabah yang terkait dengan 
Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh Nasabah. 
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(2)       Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
secara tertulis dan atau lisan. 
(3) Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, maka Pengaduan 
tersebut wajib dilingkapi fotokopi identitas dan dokumen 
pendukung lainnya. 
(4) Pengaduan yang dilakukan secara lisan wajib diselesaikan dalam 
waktu 2 (dua) hari kerja. 
(5) Dalam hal Pengaduan yang diajukan secara lisan tidak dapat 
diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksudkan pada ayat (4), Bank wajib meminta Nasabah dab atau 
Perwakilan Nasabah untuk mengajukan Pengaduan secara tertulis 
dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksudkan pada ayat 
(3). 
Untuk memastikan bahwa bank telah melaksanakan ketentuan 
penyelesaian pengaduan nasabah, maka setiap triwulan bank diwajibkan 
menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai kasus-kasus 
pengaduan yang sedang dan telah diselesaikan oleh bank. Laporan ini 
nantinya akan disusun sedemikian rupa sehingga akan mudah diketahui 
produk apa yang paling bermasalah dan jenis permasalahan yang paling sering 
dikemukakan nasabah. Melalui laporan ini pula Bank Indonesia akan dapat 
memantau permasalahan yang kemungkinan dapat berkembang menjadi 
permasalahan yang bersifat sistemik sehingga dapat segera dilakukan 
langkah-langkah preventif untuk mencegah ekskalasi permasalahan yang 
dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.  
Dari penerbitan PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah ini memiliki dua 
tujuan utama yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat pada lembaga perbankan dan untuk menurunkan publikasi negatif 
terhadap bank yang dapat mempengaruhi reputasi bank tersebut. Dari sisi 
bank, keberadaan PBI ini juga akan sangat membantu bank dalam beberapa 
hal, antara lain:  
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a).  Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada produk-produk 
yang ditawarkannya kepada masyarakat;  
b). Mengidentifikasi penyimpangan kegiatan operasional pada kantor-
kantor bank tertentu yang mengakibatkan kerugian pada nasabah;  
c). Memperoleh masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-
aspek yang harus dibenahi untuk mengurangi risiko operasional; dan  
d). Memperbaiki karakteristik produk untuk menyesuaikannya dengan 
kebutuhan nasabah.  
Sementara itu, dari sisi nasabah keberadaan PBI ini akan sangat 
bermanfaat bagi upaya percepatan penyelesaian permasalahan antara bank 
dengan nasabah. Proses penyelesaian pengaduan yang pengaturannya 
ditetapkan dalam PBI tersebut diharapkan dapat memfasilitasi penanganan 
pengaduan secara efisien dan efektif sehingga penyelesaian pengaduan oleh 
bank tidak lagi berlarut-larut dan keluhan-keluhan nasabah yang sering 
dijumpai pada berbagai media cetak dapat dikurangi. Dengan demikian, 
penerapan PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah secara konsisten akan dapat 
membawa manfaat baik untuk nasabah maupun bank dan dapat mengurangi 
potensi kerugian finansial pada nasabah maupun risiko reputasi pada bank.  
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi 
Nasabah  
Dalam PBI Nomor 7/6/PBI/2005 diatur ketentuan yang mewajibkan bank 
untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun 
calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk 
yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain 
yang dipasarkan melalui bank. PBI ini mempersyaratkan bahwa informasi 
yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang 
ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan 
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biaya-biaya yang melekat pada suatu produk. Selain itu, dalam PBI ini diatur 
pula bahwa penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi 
standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak 
menyesatkan, dan mudah dimengerti. Pada bagian lainnya, PBI tersebut juga 
mengatur mengenai pembatasan penggunaan data pribadi nasabah hanya 
untuk kepentingan internal bank.  
Pasal 2 PBI Nomor 7/6/PBI/2005 berisi tentang : 
(1)  Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk 
Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah. 
(2)  Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank 
dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki 
prosedur tertulis yang meliputi: 
   a. transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan 
   b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah; 
(3)  Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank. 
Pasal 4 PBI Nomor 7/6/PBI/2005 berisi tentang : 
(1)  Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa 
Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap 
Produk Bank. 
(2)  Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan 
kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan. 
(3)  Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang 
menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct). 
Pasal 9 PBI Nomor 7/6/PBI/2005 berisi tentang : 
 (1)  Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal 
Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi 
Nasabah kepada Pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali 
ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang 
berlaku. 
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(2)  Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan 
konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan Data Pribadi 
Nasabah kepada Pihak Lain. 
Dari penerbitan PBI tersebut memiliki dua tujuan, yaitu untuk melindungi 
dan memberdayakan nasabah serta untuk meningkatkan aspek good 
governance pada bank. Dari sisi perlindungan dan pemberdayaan nasabah, 
implementasi efektif dari PBI tersebut akan dapat meningkatkan pemahaman 
nasabah mengenai suatu produk sehingga nasabah akan memiliki bekal yang 
cukup untuk memutuskan apakah produk bank yang akan dimanfaatkannya 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Agar informasi yang 
diterima oleh nasabah tidak simpang siur dan terdapat kejelasan mengenai 
karakteristik produk bank yang sebenarnya, maka pemberian informasi 
tersebut diarahkan untuk memenuhi kriteria tertentu dan ter-standarisasi. Oleh 
karena itu, diperlukan pengaturan yang secara spesifik dapat mengarahkan 
pemberian informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh. Selain itu, 
pembatasan penggunaan data pribadi nasabah akan meningkatkan rasa aman 
dan nyaman nasabah dalam berhubungan dengan bank karena untuk dapat 
memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial 
bank harus terlebih dahulu meminta ijin kepada nasabah yang bersangkutan 
(kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku).  
Pada sisi lain, penerapan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 secara konsisten dan 
efektif juga akan membawa manfaat pada bank berupa peningkatan good 
governance karena mekanisme dan tatacara penggunaan produk, termasuk hak 
dan kewajiban nasabah dan bank, wajib diungkapkan secara transparan  dalam 
pemberian informasi produk bank kepada nasabah sehingga secara tidak 
langsung akan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam 
kegiatan operasional bank. Selain itu, pembatasan penggunaan data pribadi 
nasabah hanya untuk keperluan internal bank juga akan memberikan 
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perlindungan kepada bank dari tuntutan hukum karena hak-hak pribadi 
nasabah terlindungi dengan baik.  
 
 
 
 
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
  
Bagan 2 : Kerangka Pemikiran 
Perjanjian kredit pada dasarnya harus membuat keadaan yang seimbang antara 
pihak-pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Keadaan seimbang ini termuat 
dalam klausula-klausula perjanjian kredit, sehingga kedua belah pihak merasa ada 
perlindungan kepentingan hukumnya yang termuat dalam isi perjanjian kredit 
antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran diatas,  
dapat dijelaskan bahwa perjanjian kredit yang disepakati oleh kreditur dan debitur 
isinya harus memuat klausula yang dapat memberikan perlindungan hukum antara 
kreditur dan debitur, sehingga keduanya akan saling menguntungkan. 
 
 
PERLINDUNGAN HUKUM 
PERJANJIAN 
KREDIT 
KREDITUR DEBITUR 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Bank Jateng 
1. Sejarah Singkat Bank Jateng 
  Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Bank milik 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota / 
Kabupaten  Se-Jawa Tengah. Bank  Jateng pada awalnya beroperasi pada 
tahun 1963 menempati Gedung Bapindo Jalan Pahlawan Nomor 3  Semarang. 
  Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu 
sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah 
dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Persiapan pendirian bank 
dilakukan  oleh Drs. Harsono Sandjoyo yang kemudian menjadi Direktur 
Utama Pertama Bank Jateng, dibantu Drs. Mud Sukasan. 
  Rekruitmen karyawan pertama berjumlah 13 orang untuk on the job 
training di Kantor Bank Indonesia Semarang. Modal disetor pada awal 
pendirian bank sebesar Rp 20 juta yang terdiri dari Daerah Swatantra Tingkat 
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I sebesar Rp 9,2 juta, 34 Daerah Swantara Tingkat II sebesar Rp 6,8 juta, dan 
Hadi Soejanto sebesar Rp 4 juta. 
  Seiring dengan berjalannya waktu, Bank Jateng terus berkembang 
hingga memiliki kantor cabang di seluruh kapupaten / kota di Jawa Tengah. 
Dan setelah berpidah lokasi, sejak tahun 1993 Kantor Pusat Bank Jateng 
menempati Gedung Grinatha Jalan Pemuda 142 Semarang. 
  Serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan pendirian dan status Bank antara lain terdiri dari : 
a). Peraturan Daerah Tingkat  I  Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963 sebagai 
landasan hukum pendirian bank. 
b). Surat Persetujuan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 
Nomor DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri 
Urusan Bank Sentral Nomor 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 
sebagai landasan operasional. 
c). Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan 
sebagai dasar penyempurnaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Nomor 3 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa bank adalah milik 
Pemerintah Daerah (BUMN). 
d). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor  25/34/DIR tanggal 1 
Juli 1992 adalah penetapan status Bank sebagai Bank Devisa 
e). Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1993 tentang 
perubahan bentuk hukum Bank menjadi Perusahaan Daerah dengan 
mengacu pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai pengganti 
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967. 
f). Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 dan akta 
pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 serta 
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pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia Nomor C2.8223.HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 5 Mei 1999, 
bentuk hukum Bank BPD Jateng berubah dari Perusahaan Daerah 
(Perusda) menjadi Perseroan Terbatas (PT). 
g). Dengan telah ditandatanganinya perjanjian Rekapitalisasi tanggal  7 Mei 
1999 maka PT. Bank Jateng telah sah mengikuti Program Rekapitalisasi 
Perbankan. 
h). Pada tanggal 7 Mei 2005 Bank BPD Jateng telah menyelesaikan program 
rekapitalisasi tahap II, disertai pembelian kembali kepemilikan saham 
yang dimiliki pemerintah pusat oleh Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II 
se Jawa Tengah. 
  Seiring dengan terus berkembangnya perusahaan dan untuk lebih 
menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program 
rekapitalisasi, maka managemen Bank Jateng berkeinginan untuk mengubah 
logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank 
Jateng. 
  Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 68 tanggal 7 
Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C. 17331.HT.01.04.TH.2005 
tanggal 22 Juni 2005 maka nama sebutan (call name) Bank BPD Jateng 
berubah menjadi Bank Jateng. Pada watu sekarang ini Bank Jateng telah 
mempunyai kantor cabang yang tersebar di seluruh Jawa Tengah, salah 
satunya adalah Bank Jateng cabang Sukoharjo yang terletak di Jalan Jenderal 
Sudirman Nomor 80, Sukoharjo (Profil Bank Jateng,2005:Annual Report). 
2. Struktur organisasi Bank Jateng Cabang Sukoharjo 
Organisasi merupakan suatu proses penetapan dan pembagian tugas 
dan tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan antara unsur-
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unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerjasama 
seefektif mungkin untuk mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi 
dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Struktur organisasi memungkinkan hubungan antara fungsi-fungsi 
bagian, orang-orang, wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. 
Struktur organisasi harus digambarkan secara jelas pada masing-masing orang 
dalam organisasi, hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang harus 
dikenukakannya dan pada posisi mana mereka berperan. 
Adapun struktur organisasi Bank Jateng Cabang Sukoharjo dipimpin 
oleh Pimpinan Cabang dibantu oleh seorang wakil pimpinan, seksi 
perencanaan dan pembinaan dan cabang pembantu (Hasil wawancara dengan 
Hardono,22 Januari 2008:Pimpinan Bank Jateng Cabang Sukoharjo). 
Ketiganya ini bertanggungjawab langsung pada pimpinan cabang. Dibawah 
pimpinan cabang terdapat Komite Kredit dan SPI (Seksi Perencanaan Intern) 
dimana keduanya merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab 
pada pimpinan. Sedangkan UKPN merupakan badan yang tugasnya 
mengawasi kelengkapan data nasabah. Untuk seksi perencanaan dan 
pembangunan dan beberapa cabang pembantu bertanggungjawab langsung 
pada pimpinan tidak melewati wakil walaupun kedudukan keduanya sama 
dengan seksi-seksi lainnya. Kemudian beberapa seksi yang bertanggungjawab 
pada wakil pimpinan yaitu : seksi kredit, seksi pengawasan kredit, seksi 
pemasaran, seksi administrasi kredit, seksi pelayanan, seksi akuntansi dan 
teknik informasi, seksi SDM dan umum. 
Seksi kredit bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan 
pengajuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit/ berhubungan langsung 
dengan nasabah, seksi pengawasan kredit bertugas mengawasi jalannya kredit 
terhadap nasabah kredit yang kreditnya telah disetujui oleh Bank, seksi 
pemasaran bertugas melayani semua kegiatan transaksi nasabah, pembukaan 
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rekening Bank Jateng, seksi administrasi kredit bertugas untuk melakukan 
pengikatan secara yuridis atas debitur, seksi akuntansi dan teknik informasi 
adalah bagian yang memproses ulang hasil analisis data dari seksi pelayanan, 
seksi SDM dan umum yang mengatur semua urusan kepegawaian. Kantor 
cabang koordinator Sukoharjo membawahi beberapa kantor cabang pembantu 
yang letaknya masih berada di wilayah Sukoharjo. Untuk lebih jelasnya 
digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 
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3. Visi, Misi, dan Fungsi 
a). Visi 
- Bank Terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, mampu 
 menunjang pembangunan daerah. 
b). Misi 
(1) Meningkatkan layanan prima didukung oleh kehandalan Sumber Daya 
Manusia dengan teknologi modern serta jaringan yang luas. 
(2) Membangun budaya perusahaan dan mempertahankan bank yang 
sehat. 
(3) Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan 
kegiatan retail banking. 
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(4) Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh 
bank. 
c). Fungsi 
(1) Bank Jateng sebagai Bank Umum dengan usaha penghimpunan dana 
masyarakat, penyaluran kredit serta melaksanakan transaksi valuta 
asing. 
(2) Sebagai pengampu dan pengelolaan keuangan Pemerintahan Daerah. 
(3) Sebagai Pembina dan Pengawasan teknis BKK, BPR dan BPR-BKK 
se Jawa Tengah 
4. Bidang Usaha Bank Jateng 
Bank Jateng sebagai lembaga jasa keuangan telah menyelenggarakan 
usaha-usaha sebagai berikut :  
a). Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa 
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan 
b). Menerbitkan surat pengakuan hutang 
c). Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 
kepentingan dan atas perintah nasabah. 
d). Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan nasabah. 
e). Menempatkan  dalam bentuk dana jangka pendek pada lembaga-
lembaga keuangan. 
f). Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga atau 
melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. 
g). Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 
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h). Melakukan kegiatan penitipan atau kepentingan pihak lain berdasarkan 
suatu kontrak. 
i). Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 
j). Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian 
dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan 
ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 
k). Melakukan kegiatan dalam valuta asing. 
l). Sebagai pengelola dana pensiun. 
m). Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (Profil Bank Jateng,2005:Annual Report). 
B. Upaya Perlindungan Hukum Dari Pelaksanaan Perjanjian Kredit Terhadap 
Klausula Baku Pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo 
   Lembaga  perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan 
masyarakat, hal ini dikarenakan bank sangat membutuhkan masyarakat dalam 
melakukan kegiatan usahanya. Guna tetap mempertahankan kepercayaan 
masyarakat terhadap bank maka pemerintah harus melindungi masyarakat dari 
tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab. 
Perlindungan terhadap nasabah dalam bidang pelayanan perbankan merupakan 
suatu ketentuan yang tidak boleh diabaikan begitu saja, dikarenakan nasabah 
merupakan unsur  yang sangat berperan sekali dalam dunia perbankan, dalam ari 
kata mati hidupnya perbankan bersandarkan pada kepercayaan dari pihak 
masyarakat/nasabah. Dalam rangka pemberdayaan nasabah jasa perbankan, maka 
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang bertanggung jawab sebagai pelaksana 
otoritas moneter sangat diharapkan sekali mempunyai kepeduliannya. Dengan 
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berlakunya PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank 
dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah memberikan konsekuensi logis terhadap 
pelayanan jasa perbankan yang ada. Oleh karena itu, pelaku usaha jasa perbankan 
dituntut untuk :            ( Muhammad Djumhana, 2000:281 ). 
1. Memberikan pelayanan terbaik dalam melakukan kegiatan  usahanya. 
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan jasa yang diberikannya. 
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur  serta tidak 
diskriminatif. 
4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan  ketentuan standar 
perbankan yang sudan berlaku 
  Mekanisme yang digunakan dalam rangka perlindungan nasabah oleh Bank 
Indonesia adalah sebagai berikut : 
1. Memperketat perizinan bank.  
Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah 
salah satu cara agar bank tersebut kuat dan berkualitas sehingga dapat 
memberikan keamanan bagi nasabahnya. Undang-Undang Perbankan 
menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu bank akan 
didirikan berupa persyaratan sebagai berikut :  
a). Susunan Organisasi  
b). Permodalan  
c). Kepemilikan  
d). Keahlian di bidang perbankan  
e). Kelayakan rencana kerja 
2. Memperketat pengaturan di bidang perbankann 
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Pengaturan ini meliputi ketentuan mengenai permodalan, manajemen, 
kualitas aktiva produktif, likuiditas, rentabilitas dan lain-lainnya. 
Ketentuan pengaturan tersebut baik secara langsung maupun tak 
langsung bertujuan melindungi pihak nasabah. 
3. Memperketat pengawasan bank 
Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank, 
maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia harus melakukan 
tindakan pengawasan dan pembinaan tehadap bank-bank yang ada 
baik terhadap bank-bank pemerintah maupun terhadap bank swasta. 
Bank Indonesia sebagai pengawas tidak dapat mencampuri secara langsung 
urusan intern dari bank yang yang diawasinya itu, sebab pengendalian bank 
tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus bank tersebut. Oleh karena itu, harus 
jelas batas-batas dari ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak 
mengambil porsi kewenangan dari pengurusan bank tersebut. Namun demikian 
Bank Indonesia tetap sebagai pengawas bank-bank agar memberikan pelayanan 
yang terbaik untuk nasabah dan melindungi kepentingan nasabahnya. 
 Hubungan hukum yang terjadi antara nasabah dengan bank dapat terwujud 
dari suatu perjanjian (dalam hal perjanjian kredit). Pada pelaksanaanya Bank 
Jateng dalam melepaskan kreditnya lebih sering menggunakan perjanjian kredit 
notariil, yaitu yang hanya boleh dibuat atau dihadapan notaris disamping itu ada 
juga yang menggunakan perjanjian kredit dibawah tangan. Dan perjanjian kredit 
tersebut biasanya sudah berupa perjanjian baku yang dibuat dalam bentuk 
formulir. 
 Dalam perjanjian kredit dimana semua isinya harus dapat memberikan 
perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, walaupun salah satu pihak dalam 
hal ini pihak Bank Jateng yang posisinya lebih kuat daripada nasabah kredit. Bila 
dalam isi perjanjian kredit tersebut semakin banyak mencantumkan klausula yang 
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membebankan/memberatkan nasabah kredit maka kepentingan pihak Bank akan 
semakin terlindungi. 
 Suatu klausula baku isinya ditentukan oleh salah satu pihak yang mempunyai 
kedudukan yang baik dari segi ekonomi maupun psikologinya lebih kuat dari 
pada pihak lainnya. Hak dan kewajiban serta klausul yang diadakan antara para 
pihak telah jelas dirumuskan dalam perjanjian, maka dalam hal ini pihak yang lain 
mau tidak mau harus mematuhinya. Dengan kata lain suatu Kontrak 
Baku/Kontrak Standart berupa formulir yang isi, bentuk serta penutupnya telah 
distandarissasi/dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat masal 
tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh nasabah. 
 Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo, 
upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi nasabah dari klausula baku dalam 
perjanjian kredit tersebut antara lain (Hasil wawancara dengan Rudi 
Hermawanto,22 Januari 2008:Staf Bagian Administrasi Kredit Bank Jateng 
Cabang Sukoharjo) : 
1. Perlindungan pada saat pembuatan dan perumusan Perjanjian Kredit 
oleh Bank Jateng. 
Dalam perumusan perjanjian kredit harus berdasar pada peraturan yang 
ada dan tetap memperhatikan kepentingan nasabah yaitu adanya  
jaminan kepastian hukum untuk memberi perlindungan nasabah. Isi dan 
bentuk surat perjanjian diatur dalam SK Dir No. 27/162/KEP/DIR dan 
Surat Edaran BI No. 27/7/UPPB tanggal 13 Maret 1995 tentang 
Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank. Bank 
Jateng sendiri dalam pembuatan klausula perjanjian kredit berpedoman 
pada Buku Pedoman Pemberian Kredit berdasar SK Dir Bank Jateng 
No. 0203/HT.01.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian 
Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 
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Setiap  perjanjian yang berbentuk perjanjian standart didukung oleh 
peraturan standart (General Condition), yaitu dengan mencantumkan 
klausula yang mengandung perlindungan bagi pihak yang lemah. Pada 
pasal 13 perjanjian kredit, hal-hal yang belum cukup diatur berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian 
tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
perjanjian kredit tersebut. Perlindungan terhadap nasabah ini harus 
tercantum di dalam rumusan perjanjian yang mengikat kedua belah 
pihak, karena pada hakekatnya adanya perjanjian standart tersebut 
adalah demi tercapainya pemenuhan perjanjian sebagaimana disepakati 
oleh kedua belah pihak, yaitu Bank dan nasabah kredit. 
2. Perlindungan terhadap Isi Perjanjian Kredit 
Perjanjian kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah kredit dari 
Bank Jateng. Perjanjian ini sudah disediakan oleh pihak bank dan sudah 
tercetak dalam bentuk-bentuk formulir tertentu, yang dalam hal ini 
ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya 
mengisikan data-data informatif saja dengan sedikit atau tanpa 
perubahan klausula-klausulanya. 
3. Perlindungan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit 
Dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Bank Jateng tak 
jarang sering timbul permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan 
perjanjian kredit itu sendiri. Pasal 12 perjanjian kredit, akan 
menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya apabila pihak bank 
mengakhiri perjanjian kreditnya secara sepihak tanpa adanya 
musyawarah terlebih dahulu untuk menemukan solusi yang tepat. Oleh 
karena itu Bank Jateng menyedikan kotak saran dan jika timbul 
permasalahan yang komplek maka Bank Jateng melaksanakan kebijakan 
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yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI No. 7/7/PBI/2005 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Bank Jateng berupaya untuk 
menyelesaikan masalah sesuai dengan PBI No. 7/7/PBI/2005 yaitu 
apabila pengaduan lisan harus diselesaikan dalam 2 (dua) hari kerja dan 
pengaduan tertulis bank wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 
20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis. 
Dalam peraturan umum pemberian kredit Bank Jateng dijelaskan bahwa 
langkah pertama yanmg dilakukan bila terjadi perselisihan dalam 
perjanjian yang kredit antara Bank Jateng dan nasabahnya adalah 
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Ini menunjukan adanya 
upaya penyelesaian secara baik untuk melindungi kepentingan kedua 
belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Selain itu  
ketentuan-ketentuan dalam peraturan umum pemberian kredit tetap 
berlaku untuk segala macam perjanjian kredit dengan ketentuan bahwa 
jika dalam suatu perjanjian kredit terdapat ketentuan yang menyimpang 
dari peraturan umum pemberian kredit ini, maka ketentuan-ketentuan 
itulah yang berlaku. Jadi terdapat kejelasan peraturan yang digunakan 
dalam pelaksanaan perjanjian. 
Mengenai pelaksanaan kredit, responden nasabah menyatakan bahwa 
perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Jateng mudah dipahami kata-katanya 
maupun isinya, dan dikatakan pula bahwa pihak Bank Jateng telah 
memberitahukan mengenai isi dan syarat-syarat dari perjanjian kreditnya dengan 
jelas (Hasil wawancara secara tertulis dengan no name, 23 Januari 2008:karyawan 
PT CNJ Aji Saka). Sedangkan untuk klausula dari perjanjian kredit sendiri yang 
dianggap memberatkan hanya bunga, akan tetapi responden sendiri menyadari 
bahwa bunga dari Bank Jateng lebih rendah daripada Koperasi maupun BPR, 
sehingga responden lebih memilih di Bank. Selain itu responden merasa selama 
ini pelayanan yang diberikan Bank Jateng baik dan bersifat kekeluargaan (Hasil 
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wawancara secara tertulis dengan no name,23 Januari 2008:karyawan PT CNJ Aji 
Saka). 
Nasabah kredit menyatakan bahwa pihak Bank Jateng, menunjukan bahwa di 
dalam perjanjian kredit Bank Jateng tidak terdapat pencantuman klausula baku 
yang letak maupun bentuknya tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 
pengungkapannya sulit dimengerti oleh pihak nasabah kredit. Pihak Bank Jateng 
sendiri telah menjelaskan isi perjanjian dengandetail dan jelas mengenai isi 
maupun syarat-syarat yang ada di perjanjian (Hasil wawancara secara tertulis 
dengan no name,23 Januari 2008:karyawan PT Abirama Krisna).     
 Dalam perjanjian kredit Bank Jateng mengenai ketentuan umum menjelaskan 
: 
Pasal 1 
Terhadap perjanjian kredit ini berlaku Peraturan Umum Pemberian Kredit PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang isinya telah disetujui sepenuhnya 
oleh Peminjam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. 
 Upaya Bank Jateng di dalam melindungi kepentingan hukum nasabah tentang 
isi perjanjian kredit adalah menjelaskan kepada nasabah isi dari perjanjian 
sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nasabah diberi kesempatan 
untuk membaca dan bertanya apabila ada klausula yang tidak dimengerti. Hal ini 
menunjukan adanya itikad baik dari Bank Jateng untuk melindungi nasabah dari 
ketidaktahuan ataupun ketidakjelasan isi dari perjanjian kredit. Dengan demikian 
diharapkan bahwa nasabah dapat mengerti dan memahami isi perjanjian kredit 
dan terhindar dari klausula baku yang memberatkan nasabah. Apabila nasabah 
menyatakan tidak keberatan dengan isi perjanjian itu, maka perjanjian dapat 
ditandatangani sebagai bentuk persetujuan terhadap perjanjian kredit itu untuk 
selanjutnya disimpan sebagai bukti otentik adanya perjanjian kredit antara Bank 
Jateng dan nasabah. 
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 Jika terjadi dimana calon nasabah debitur tidak setuju terhadap salah satu isi 
perjanjian kredit dimana semua klausulanya telah ditetapkan secara baku oleh 
Bank, maka dalam hal ini calon nasabah debitur tidak bisa diberikan kredit oleh 
Bank karena isi perjanjian kredit itu sendiri sudah dibakukan oleh Bank Jateng. 
Disini untuk perlindungan bagi calon nasabahnya tidak maksimal, sehingga 
prinsip take it or leave it contract bagi Bank Jateng sangat diterapkan. 
 Akan tetapi apabila calon nasabah kredit tersebut kreditnya sudah dicairkan 
oleh pihak Bank Jateng dengan kata lain calon nasabah itu sudah menjadi nasabah 
kredit Bank Jateng maka jika terjadi nasabah tersebut keberatan terhadap salah 
satu klausulanya maka pihak Bank akan membuat perjanjian tambahan 
(addendum) yang sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank dengan nasabah 
 Menurut penulis, klausula dalam perjanjian kredit Bank Jateng memang sudah 
jelas adanya, baik letak maupun bentuknya, mudah terlihat atau mudah dibaca 
secara jelas serta pengungkapannya mudah dimengerti.  
 Beberapa klausula dalam perjanjian kredit Bank Jateng yang perlu mendapat 
perhatian yang lebih dari pihak nasabah dalam memahami isi perjanjian sebelum 
terjadi kesepakatan diantaranya : 
Pasal 5 
(2) Besarnya suku bunga tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan 
keadaan tingkat suku bunga pasar yang berlaku PEMINJAM setuju bahwa 
besarnya suku bunga baru ditentukan oleh BANK, dan atas perubahan suku 
bunga tersebut akan disampaikan kepada PEMINJAM dalam bentuk surat 
pemberitahuan. 
 Mengenai besarnya suku bunga yang dikenakan oleh Bank Jateng telah 
disesuaikan dengan keadaan pasar, bila tingkat suku bunga naik maka Bank 
Jateng akan menyesuaikan dengan suku bunga yang baru. Begitu pula sebaliknya, 
jika terjadi penurunan suku bunga bank maka suku bunga yang dikenakan juga 
akan turun. Mengenai aturan besarnya pengenaan suku bunga sendiri, Bank 
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Jateng telah mengacu pada ketentuan dalam SBI (Surat Bank Indonesia). Hal ini 
menunjukan pihak Bank telah beritikad baik di dalam pelaksanaan perjanjian. 
Terlebih adanya pengawasan dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral, sehingga 
pengenaan suku bunga tidak akan melebihi kebijaksanaan dari Bank Indonesia. 
Apabila terjadi penurunan suku bunga, dalam pelaksanaanya jarang terjadi 
keluhan dari pihak bank sendiri mengambil batas maksimal dari suku bunga yang 
ditentukan, maka akan menimbulkan keberatan pihak nasabah. Hal ini 
dikarenakan kenaikan suku bunga juga berpengaruh pada keadaan perekonomian 
serta bidang usaha nasabah kredit, sehingga mengakibatkan menjual jaminan atau 
agunannya. Namun dapat memberatkan nasabah nantinya bila dalam 
pelaksanaannya harga yang ditetapkan oleh pihak bank pada saat menjual baik di 
bawah tangan ataupun secara lelang ternyata lebih rendah ataupun tidak 
semestinya dari harga pasar. Hal ini menyebabkan kerugian bagi nasabah, 
walaupun pada prakteknya selama ini belum pernah terjadi pada perjanjian kredit 
di Bank Jateng Cabang Sukoharjo hingga  sampai dijualnya jaminan atau agunan 
dari nasabah. 
Pasal 11 
Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, PEMINJAM menunggak 
dalam kewajiban angsuran pokok dan bunga dan / atau melunasi kredit, maka 
PEMINJAM diwajibkan untuk membayar biaya tambahan/denda atas sejumlah 
pinjaman pokok bunga tunggakannya sebesar 1 % (satu prosen) untuk setiap 
bulannya. 
 Klausula mengenai pengenaan denda bagi pihak nasabah tentunya sangat 
memberatkan, namun pengenaan denda dari pihak bank ini dapat mencegah 
terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran dari nasabah. Pengenaan denda ini 
dikarenakan adanya tunggakan angsuran ataupun keterlambatan dalam 
pembayaran. Oleh karena itu perlu adanya penekanan penjelasan penghitungan 
denda kepada nasabah secara jelas dan mudah dimengerti pada saat perjanjian itu 
disepakati, sehingga untuk kedepannya apabila terjadi keterlambatan pembayaran 
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dari pihak nasabah dan dikenakan denda oleh pihak bank, tidak terjadi selisih 
paham yang akan merugikan salah satu pihak. 
Pasal 12 
BANK berhak untuk mengakhiri perjanjian kredit ini secara sepihak dan menagih 
jumlah kredit yang telah diambil berikut pokok, bunga, denda serta kurang 
lancarnya nasabah kredit dalam memenuhi prestasinya terhadap perjanjian kredit. 
Pasal 10 
KUASA MENJUAL 
(1) Apabila PEMINJAM tidak membayar kredit kepada BANK sesuai dengan 
jangka waktu yang ditentukan maka BANK berhak menjual jaminan/agunan 
yang berupa tanah/bangunan atau denda lainnya secara bawah tangan atau 
dihadapan umum (secara lelang) dengan harga yang ditetapkan oleh BANK. 
Hasil penjualan tanah/bangunan atau benda lainnya tersebut dipergunakan 
untuk melunasi kredit PEMINJAM kepada BANK. 
(2) BANK dapat menjual sebagian atau seluruh jaminan/agunan, baik melalui 
pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh 
pemilik jaminan/agunan dalam hal PEMINJAM tidak memenuhi 
kewajibannya kepada BANK. 
(3) Apabila hasil penjualn tanah/bangunan atau benda lainnya tersebut ayat (1) 
pasal ini melebihi kredit PEMINJAM kepada BANK maka kelebihan tersebut 
akan diserahkan kembali kelebihan tersebut akan diserahkan kembali 
kelebihan tersebut akan diserahkan kembali kepada PEMINJAM. 
(4) Apabila hasil penjualan tanah/bangunan atau denda lainnya tersebut tidak 
cukup untuk membayar lunas kredit PEMINJAM kepada BANK, maka 
PEMINJAM tetap bertanggung jawab dan wajib membayar sisa hutang pokok 
dan atau bunga dan biaya lainnya. 
 Mengenai klausula kuasa menjual ini, tentunya pihak bank melakukan survey 
terlebih dahulu mengenai harga pasar tentang barang jaminan atau agunan dari 
pihak nasabah pada waktu akan menjual baik di bawah tangan atau dihadapan 
umum (secara lelang) dengan kesepakatan pihak nasabah sehingga terjadi 
penyerahan secara sukarela dari pihak nasabah kepada pihak bank untuk biaya-
biaya lain dengan seketika dan tunai apabila pertimbangan BANK, PEMINJAM 
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tidak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya, baik pokok bunga, 
denda sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini. 
 Hak mengakhiri perjanjian dalam pasal  tersebut bila dikaji lebih lanjut dapat 
memberatkan nasabah. Terlebih jika nasabah kredit dalam hal ini selaku 
peminjam telah memenuhi kewajibannya lebih dari setengah atau sebagian 
hutangnya. Apabila ketentuan ini diberlakukan akan menimbulkan ketidakadilan 
sendiri bagi nasabah. Oleh karena itu perlu ada kejelasan mengenai kedua 
klausula ini walaupun pihak Bank Jateng sendiri dalam pelaksanaannya apabila 
terjadi kendala lebih memilih jalan damai dalam menyelesaikan setiap 
permasalahan yang terjadi selama ini, namun hal ini dirasa perlu untuk 
perlindungan nasabah di kemudian hari. 
C. Penyelesaian Perjanjian Kredit Apabila Nasabah Wanprestasi Pada Bank 
Jateng Cabang Sukoharjo 
 Seorang nasabah dikatakan wanprestasi oleh Bank Jateng, apabila nasabah 
tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, yaitu tidak membayar 
angsuran sampai batas waktu jatuh tempo pembayaran bahkan sudah 
diperingatkan sebelumnya. 
 Pendeteksian terhadap kredit mengalami kesulitan dalam pelunasannya, yaitu 
(Hasil wawancara dengan Hardono,22 Januari 2008:Pimpinan Bank Jateng 
Cabang Sukoharjo): 
1. Kategori Lancar 
a). Pembayaran pinjaman pokok dan bunga tepat waktu 
b). Rekening nasabah aktif 
c). Dokumentasi kredit lengkap 
d). Kredit dan agunan tunai 
e). Tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit 
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2. Kategori DKP (Dalam Perhatian Khusus) 
a). Tunggakan pokok dan atau bunga 1 s/d 90 hari 
b). Jarang terjadi cerukan (perhitungan bunga yang khusus digunakan 
pada rekening koran) 
c). Dokumentasi kredit lengkap 
d). Didukung pinjaman baru 
e). Jarang terjadi pelanggaran perjanjian kredit 
Dalam hal ini pihak Bank akan memberikan Surat Pemberitahuan pada 
nasabah. 
3. Kategori Kurang Lancar 
a). Tunggakan pokok dan bunga yang telah melampaui 3 bulan s/d 4 
bulan 
b). Ada Indikasi masalah keuangan 
c). Sering terjadi cerukan 
d). Dokumentasi kredit kurang lengkap 
Dalam hal ini Bank akan memberikan Surat Pemeritahuan dan 
Undangan pada nasabah. 
4. Kategori Diragukan 
a). Tunggakan pokok dan bunga yang telah melampaui 4 bulan s/d  6 
bulan 
b). Terjadi cerukan permanen 
c). Dokumentasi kredit tidak lengkap baik perjanjian mauoun 
pengikatan jaminannya. 
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Dalam hal ini pihak Bank akan memberikan Surat Undangan pada 
Bank dengan petugas Bank datang ke nasabah untuk melakukan 
negosiasi tentang solusinya. 
5. Kategori Macet 
a). Tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 6 bulan 
b). Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru 
c). Tidak terdapat dokumentasi kredit 
d). Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar 
Dalam hal ini Bank akan menjual agunan  yang dijaminkan dan 
memberi daftar nasabah tersebut akan di Black List. 
Bank Jateng Cabang Sukoharjo dalam penyelesaian perjanjian kredit untuk 
nasabah yang tidak dapat memenuhi prestasi dengan melakukan pendekatan 
secara khusus terhadap nasabah. Pendekatan itu bertujuan untuk mencari akar 
permasalahan dari nasabah yang menyebabkan nasabah wanprestasi, untuk 
kemudian dicari solusinya. Kendala yang muncul sehingga menyebabkan nasabah 
tidak dapat memenuhi isi perjanjian ataupun prestasi pada bank antara lain 
dikarenakan (Hasil wawancara secara tertulis dengan Ratnawati,25 Januari 
2008:PT Abirama Krisna) : 
1. Adanya bencana alam yang menyebabkan rusaknya data-data yang 
ada di perusahaan. 
2. Karyawan perusahaan swasta kena PHK dan tidak tahu dimana 
keberadaan nasabah. 
3. Adanya penyimpangan penggunaan kredit yang tidak pada tempat 
dan fungsinya. 
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  Dalam penyelesaian perjanjian kredit untuk nasabah yang tidak dapat 
memenuhi prestasi sebagaimana mestinya, Bank Jateng Cabang Sukoharjo 
melakukan beberapa tahap penyelesaian terhadap berbagai kendala yang dihadapi 
nasabah agar dapat memenuhi prestasinya yaitu : 
1. Pembinaan I untuk karyawan perusahaan yang terkena PHK. 
Bank dalam hal ini berhubungan langsung dengan bendahara perusahaan 
dimana karyawannya mengajukan kredit di Bank Jateng dengan jumlah 
planfon yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan karyawan tersebut. 
Untuk  itu dalam pembinaan ini Bank Jateng berhak meminta 
pertanggungjawaban dari bendahara dan pimpinan perusahaan, dengan 
cara : 
a). Pihak Bank meminta referensi data-data  nasabah kredit bila terjadi 
PHK terhadap nasabah bank. 
b). Pihak Bank meminta semua aset nasabah di perusahaan tersebut 
yang belum diambil nasabah sebagai tunjangan-tunjangan yang 
diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya. 
c). Pihak Bank berhak mengeluarkan nasabah dari data lancar ke data 
dalam perhatian khusus bila dalam 90 hari nasabah mengalami 
tunggakan. 
2. Pembinaan II untuk pinjaman yang tidak dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
Pembinaan ini juga berupa saran-saran dari pihak Bank Jateng untuk 
langkah selanjutnya, dan bila menurut pertimbangan Bank dapat diberi 
pinjaman maka Bank akan memberi pinjaman tersebut dan pembinaan 
serta melakukan pengawasan secara priori pada nasabah agar dapat 
memenuhi prestasinya. 
 lxxv
3. Pembinaan III untuk kendala akibat kondisi perekonomian yang tidak 
menentu.  
Pihak Bank dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap nasabah dan 
melakukan saran-saran agar dapat memenuhi prestasinya pada pihak 
Bank. Namun bila tidak berhasil maka akan dilakukan upaya untuk 
menjual aset yang diagunkan. 
  Pasal 10 dalam klausula Perjanjian Kredit Bank Jateng juga menjelaskan 
penyelesaian perjanjian kredit apabila nasabah tidak memenuhi prestasinya, yaitu 
: 
1. Apabila PEMINJAM tidak membayar kredit kepada BANK sesuai dengan 
jangka waktu yang ditentukan maka BANK berhak menjual jaminan/agunan 
yang berupa tanah/bangunan atau denda lainnya secara bawah tangan atau 
dihadapan umum (secara lelang) dengan harga yang ditetapkan oleh BANK.  
Hasil penjualan tanah/bangunan atau benda lainnya tersebut dipergunakan 
untuk melunasi kredit PEMINJAM kepada BANK. 
2. BANK dapat menjual sebagian atau seluruh jaminan/agunan, baik melalui 
pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh 
pemilik jaminan/agunan dalam hal PEMINJAM tidak memenuhi 
kewajibannya kepada BANK. 
3. Apabila hasil penjualn tanah/bangunan atau benda lainnya tersebut ayat (1) 
pasal ini melebihi kredit PEMINJAM kepada BANK maka kelebihan 
tersebut akan diserahkan kembali kelebihan tersebut akan diserahkan 
kembali kelebihan tersebut akan diserahkan kembali kepada PEMINJAM. 
4. Apabila hasil penjualan tanah/bangunan atau denda lainnya tersebut tidak 
cukup untuk membayar lunas kredit PEMINJAM kepada BANK, maka 
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PEMINJAM tetap bertanggung jawab dan wajib membayar sisa hutang 
pokok dan atau bunga dan biaya lainnya. 
 Namun demikian, Bank Jateng Cabang Sukoharjo berupaya untuk 
menghindari terjadinya wanprestasi oleh peminjam yang menjadi nasabahnya 
dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Upaya preventif/pencegahan yang dilakukan 
yaitu dengan adanya proses pengawasan dalam kredit. Langkah pengawasan yang 
dilakukan Bank Jateng atas kredit, antara lain (Hasil wawancara dengan Rudi 
Hermawanto,24 Januari 2008:Staf Bagian Administrasi Kredit Bank Jateng 
Cabang Sukoharjo) : 
1. Pada waktu proses pemberian kredit Pihak bank melakukan pengecekan 
terhadap nasabah, meliputi :  
a). Informasi bank-bank lain; 
b). Rekening di Bank Jateng; 
c). Daftar hitam debitur;  
d). Daftar penarikan cek/bilyet kosong; 
e). Melakukan pengecekan barang jaminan. 
2. Jika kredit disetujui, pihak bank memonitor penggunaan kredit nasabah untuk 
mengetahui, apakah kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk 
konsumsi  sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang diajukan nasabah. 
 Monitoring tersebut dilakukan dengan cara : 
a). Pihak bank melakukan peninjauan ke perusahaan dimana nasabah 
bekerja; 
b). Bank meminta laporan keuangan nasabah baik satu bulan atau 
triwulan. 
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 Proses pengawasan kredit ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah 
kredit, tujuan penggunaan kredit, perangkat teknologi yang digunakan bank dan 
hubungan historis antara nasabah dengan bank (Hasil wawancara dengan 
Bambang Setiono,24 Januari 2008:Staf Bagian Kredit Bank Jateng Cabang 
Sukoharjo). Proses itu dimaksudkan untuk menganalisa dan melihat prospek 
calon debitur dalam hal ini bila terjadi kegagalan nesabah membayar kembali 
kredit yang diterimanya. 
  
 
 
 
 
 
 Dengan demikian, pengawasan ini dilakukan agar pihak Bank yang memberi 
kredit benar-benar yakin bahwa nasabah tersebut mempunyai kemampuan untuk 
mengembalikan kredit dan mampu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam 
perjanjian yang disepakati, karena hal ini juga penting nantinya bagi nasabah agar 
dapat melaksanakan perjanjian kredit dan wanprestasi dapat dicegah. 
 Penyelesaian wanprestasi nasabah kredit yang telah penulis terangkan diatas 
sampai ini belum pernah ada penyelesaian wanprestasi yang diselesaikan melalui 
pengadilan. 
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
 Berdasarkan analisis dan pembahasan data yang telah dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian kredit yang 
menggunakan klausula baku oleh Bank Jateng Cabang Sukoharjo. 
  Untuk pihak Bank Jateng Cabang Sukoharjo dari isi perjanjian 
kreditnya, bila semakin banyak mencantumkan klausula-klausula yang 
dianggap memberatkan/membebankan para nasabah kredit bank maka dalam 
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hal ini kepentingan hukum pihak akan semakin terlindungi. Bank Jateng 
berupaya semaksimal mungkin dalam melindungi kepentingan hukum 
nasabah yaitu dengan cara menjelaskan kepada nasabah isi dari perjanjian 
kredit sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak, nasabah diberi 
kesempatan untuk membaca dan bertanya apabila ada klausula yang tidak 
dimengerti. 
2. Penyelesaian sengketa perjanjian kredit apabila nasabah wanprestasi, dimana 
nasabah tidak dapat memenuhi prestasi pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo  
 Untuk nasabah yang terkena PHK, dalam penyelesainnya pertama 
pihak bank berhubungan langsung dengan bendahara perusahaan dan 
pimpinan perusahaan, kedua diselesaikan secara musyawarah. Sampai saat ini 
penyelesaian wanprestasi belum pernah ada yang diselesaikan di pengadilan.  
B. Saran 
1. Bagi Bank Jateng agar lebih meningkatkan pelayanannya kepada nasabah 
khususnya dalam hal nasabah kredit terhadap klausula baku pada perjanjian 
kredit untuk memberikan perlindungan hukum nasabah. 
2. Bagi para nasabah khususnya nasabah kredit, untuk lebih cermat dan teliti 
dalam memahami dan mengerti isi perjanjian kredit dari pihak bank untuk 
menghindari adanya klausula baku yang memberatkan atau merugikan pihak 
nasabah sendiri. 
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Daftar Pertanyaan Bagi Nasabah Kredit Bank Jateng Cabang 
Sukoharjo.  
 
1. Apa tujuan nasabah mengambil kredit dan jenis kredit apa yang diambil 
nasabah? 
2. Apa alasan nasabah memilih Bank Jateng dalam pengajuan kredit tersebut? 
3. Apa sajakah persyaratan yang harus dipenuhi nasabah pada waktu pengajuan 
kredit? 
4. Apa saja prosedur yang harus dilalui nasabah dalam perjanjian kredit? 
5. Apakah upaya yang dilakukan nasabah dalam melaksanakan isi perjanjian 
kredit dengan pihak Bank Jateng? 
6. Apakah ada kendala klausulnya dari pihak nasabah dalam memenuhi atau 
melaksanakan isi perjanjian kredit tersebut? 
7. Bagaimana upaya dari pihak nasabah ataupun pihak Bank dalam menghadapi 
kendala tersebut? 
8. Bagaimana pelayanan Bank Jateng selama proses pengajuan kredit hingga 
saat ini? 
9. Apakah anda sudah merasa mendapatkan perlindungan hukum ketika anda 
menandatangani isi perjanjian kredit tersebut ? 
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